
LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 35 TAHUN 1996 SERI : D NO : 33

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 6 TAHUN 1996

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA 

TENGAH TAHUN ANGGARAN : 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 1996/1997 perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai 
dengan pasal 64 ayat (2) Undang - undang 
Nomor 5 Tahun 1974.
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LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH 

NOMOR : 35 TAHON 1996 SERI : D NO : 33 

PERA TORAN DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH 

NOMOR : 6 TAHON 1996 

TENTA-NG 

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAK PROPINSI DAERAH TINGKAT I JA WA ...., •-•--

TENGAH TAHUN ANGGARAN : 1996/ 1997 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TING KAT I JA WA TENGAH 

Menimbang bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 1996 / l 997 perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai 
dengan pasal 64 ayat (2) Undang - undang 
Nomor 5 Tahun l 974. 
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Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Propinsi 
Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok - pokok Pemerintahan 
di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
1975 tentang Pengurusan, Pertanggung
jawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan 
Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 
1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan 
Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun 
bagi Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 11 Tahun 1975, tentang Contoh- 
Contoh Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan 
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Mengingat 
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1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Propinsi 
Jawa Tengah ; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok - pokok Pemerintahan 
di Daerah; 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
1975 tentang Pengurusan, Pertanggung
jawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan 
Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 
1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan 
Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun 
bagi Daerah Otonom ; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 11 Tahun 1975, tentang Contoh
Contoh Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan 



Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 11 Tahun 1978, tentang 
Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi 
Keuangan dan Materiil Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 8 Tahun 1978, tentang 
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga 
kepada Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 4 Tahun 1979, tentang 
Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan 
Materiil Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 4 Tahun 1985, tentang 
Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil 
Pajak Bumi dan Bangunan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 
Oktober 1994 tentang Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 
April 1980 tentang Manual Administrasi 
Keuangan Daerah;
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Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 11 Tahun 1978, tentang 
Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi 
Keuangan dan Materiil Daerah ; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 8 Tahun 1978, tentang 
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga 
kepada Daerah ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 4 Tahun 1979, tentang 
Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan 
Materiil Daerah ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 4 Tahun 1985, tentang 
Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil 
Pajak Bumi dan Bangunan; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 
Oktober 1994 tentang Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 
April 1980 tentang Manual Administrasi 
Keuangan Daerah; 
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14. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 
1981 tentang Program Pembinaan 
Anggaran Daerah dan Pengendalian 
Kredit Anggaran;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 
28 Desember 1981 tentang Manual 
Administrasi Pendapatan Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah 
Pertama Pensinkronisasian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
903-1316 tanggal 18 September 1985 
tentang Penyempurnaan Bentuk dan 
Susunan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
51 Tahun 1985, tanggal 31 Desember 
1985 tentang Petunjuk Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi 
dan Bangunan;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang 
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan
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14. Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 

1981 tentang Program Pembinaan 

Anggaran Daerah dan Pengendalian 

Kredit Anggaran; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 

28 Desember 1981 tentang Manual 

Administrasi Pendapatan Daerah ; 

16. Keputusan Menteri Da1arn Negeri 

Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah 

Pertarna Pensinkronisasian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dengan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara; 

17. Keputusan Menteri DaJam Negeri Nomor 

903 - 1316 tanggal 18 September 1985 

tentang Penyempurnaan Bentuk dan 

Susunan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

51 Tahun 1985, tanggal 3 I Desember 

1985 tentang Petunjuk Pengelo1aan 

Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi 

dan Bangunan ; 

19. Keputusan Menteri DaJam Negeri Nomor 

903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang 

Penyempumaan Bentuk dan Susunan 



Memperhatikan

Mendengar

Tata Usaha Keuangan Daerah serta 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 
tentang Penggunaan Sistim Digit dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis 
Tata Usaha Keuangan Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 
1988 tentang Penyempurnaan Bentuk 
dan Susunan Pendapatan Daerah.

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 
903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 
1996 perihal Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 1996/ 1997 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1994 
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia 
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah tanggal 19 Maret 1996;
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Tata U saha Keuangan Daerah serta 

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 

tentang Penggunaan Sistim Digit dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis 
Tata Usaha Keuangan Daerah ; 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 
1988 tentang Penyernpurnaan Bentuk 
dan Susunan Pendapatan Daerah. 

Memperhatikan 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 

Mendengar 

903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 
1996 perihal Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 ; 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah Nornor 3 Tahun 1994 
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 

Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia 
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah tanggal 19 Maret 1996; 
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2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah tanggal 2 April 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI 
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN 
ANGGARAN 1996/ 1997.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1996/ 1997 adalah sebesar..........................................
Rp. 1.521.649.566.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 1.521.649.566.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 1.278.885.939.000,00

- Pembangunan Rp. 242.763.627.000,00

Rp. 1.521.649.566.000,00
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2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah tanggal 2 April 1996. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN DAERAH PROPINSI 
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN 
ANGGARAN 1996/ 1997. 

Pasal I 

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 1996 / l 997 adalah sebesar ...................................... . 
Rp. l .521.649.566.000,00 terdiri dari : 

a. PENDAPATAN 

- Pendapatan Rp. 1.521.649.566.000,00 

b. BELANJA : 

- Rutin Rp. l .278.885.939.000,00 

- Pembangunan Rp. 242.763.627.000,00 

Rp. 1.521.649 .566.000,00 
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Pasal 2
Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai 
berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 226.021.472.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 226.021.472.000,00

- Pembangunan Rp.

Rp. 226.021.472.000,00

Pasal 3
(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam 

Lampiran A.

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 
1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan 
A.II/P.

(3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat 
(2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

Pasal - pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai 
peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana 
daftar terlampir.
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Pasal 2 

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai 
berikut 

a. PENDAPATAN 

- Pendapatan 

b. BELANJA 

- Rutin 

Rp. 226.021.472.000,00 

Rp. 226.021.472.000,00 

- Pembangunan Rp . ..._:_ _______ _ 
Rp. 226.021.472.000,00 

Pasal 3 

(I) Rincian dari ketentuan terse but pada Pasal I dimuat dalam 

Lampiran A. 

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 

I dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.11/R dan 

A.11/P. 

(3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (I) dan ayat 

(2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 4. 

Pasal - pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai 

peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana 

daftar terlampir. 
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Pasal 5
Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan 
dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 
April 1996.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 April 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH 

KETUA.

ttd

Drs. H. SOEPARTO TJITROD1HARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

(td

SOE W A RDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya

Nomor : 903.33-381

Tanggal : 15 Mei 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah

Nomor : 35 Tanggal : 12-6-1996

Seri : D Nomor : 33

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 
Pelaksana Harian 

ttd

Drs. HARTONO
Wakil Gubernur Bidang I
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Pasal 5 

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan 
dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal I 

April 1996. 

Ditetapkan di S e m a r a n g 

Pada tanggal 2 April 1996 

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPrnSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

KE TUA. 
ltd 

ttd 

Ors. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO SOE WARD! 

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya 

Nomor 

Tanggal 

903.33-381 

: 15 Mei 1996 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah 
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Nomor : 35 

Seri : D 

Tanggal : 12 - 6 - 1996 

Nomor : 33 

SEKRET ARIS WILA Y AH / DAERAH TINGKA T I 
JAWA TENGAH 
Pelaksana Harian 

ttd 

Drs. HARTONO 
Wakil Gubemur Bidang I 



RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

PENDAPATAN

LAMPIRAN I

BELANJA

NO. URAIAN JUMLAH

1. BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN 
ANGGARAN TAHUN LALU. . . 31.6481173,000

2 BAGIAN PENDAPATAN ASU DAERAH
a. Pajak Daerah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Rrtritusi Daerah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Bagian Laba BUMD. . . . . . . . . . . . . . . . .
d. Penerimaan Dinas . . . . . . . . . . .
e. Penerimaan Lain-iain. . . . . . . . . . . . . .

323857.790.000
266.985.761.000
43.613.680000

4.028329.000
2.605.301.000
6.624.719.000

3. BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/ 
BUKAN PAJAK :
a. Bagi HasH Pajak. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Bagi Hasil Bukan Pajak. . . . . . . . . . .

26244.444.000

19.444.444.000
6.800.000.000

4. BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN
a. Sumbangan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Bantuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.139899259.000
1.082.658.659.000

57.240600000

5. BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN
a. Pinjaman Pemerrtah Daerah
b. Pinjaman untuk BU

1
JUMLAH 1.521649.566WO

NO. URAIAN JUMLAH

A. BELANJA RUTW 1.278885.939.000

1. Belanja Pegawai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.062.335.753.000
2. Belanja Barang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.912417.000
3 Belanja Pemetiaraan... 13.331.507000
4 Belanja Perjalanan Di»! 5.417.813.000
5 Belanja kain ■ lain. . . . . . . 36.127.697.000
6. Angsuran Pinjaman/hutang bunga 1.562.219.000
7 Ganjaran / subsidi / sumbangan 

kepada Daerah Bawahan. . . . . . . . . . . . . . . 75.705.657.000
8. Pengeluaran yang tidak termasik 

bagian lain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.875877000
9. Pengeluaran tidak tersangka . . . . . . . . 8.616.999.000

B. BELANJA PEMBANGUNAN 242.763.627.000
1. Sektor industri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.457.000.000
2 Sektor Pertanian & Kehutanan 7.628.600.000
3 Sektor Swnbeidaya ar & irigasi 22.906.051.000
4. Sektor Tenaga Kerja 1.772.000.000
5. Sektor Perdagangan Pengembangan 

Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan 
Koperasi

9.442.126.000

6. Sektor Transportasi 46.674273000
7. Sektor Pertarrttangan dan energi 6.480518.000
8. Sektor ParMsata & Tetekomunkasi 

Daerah
2.814.000.000

9, Sektor Pembangunan Daerah i Panrkiman 3.574230.000
10 Sektor Lingkungan Hidu» A Tata Ruang 6.053.700.000
11 Sektor Pendtokan. Kebudayaan Nas, 

Kepercayaan ttd. Trtoan YME, 
Pemuda dan Otah Raga

18.437.923.000

12. Sektor Kependudukan & Keluarga 
sejahtera

388.375.000

13. Sektor Kesehatan. Kesejahteraan 
Sosial, peranan wanita, anak & remaja

12.867 176000

14. Sektor Pertanahan dan pemukiman 6.343212000
15. Sektor Agama 3.559204.000
16. Sektor Nmu Penglh. S Teknologi 1.552.500.000
17. Sektor Hrkum 570.000.000
IB. Sektor Aparatur Pemerintahan 

dan Pengawasan
54.826288.000

19 Sektor Poftk, Penerangan, 
Komtrikasi dan meria masa

4.444.900.000

20 Sektor Keamanan dan Ketertiban 
Umum

1.151.270000

2P
OA Sttoadi Pembangunan kepada 

Daerah Bawahan
29820281000

JUMLAH 1521649566500
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' AINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAIIIN ANGGARAN 199611997 

PENOAPATAN 

NO. URAIAN 

1. BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN 
ANGGARAN TAHlll LAUJ .•.... 

2 IWllAN PE~APATAN ASU DAERAH 
a Pajak Daerah .............. . .. .. . ... . 
b. Reiliusi Oaerah ......................... . 
c Bagian Laba BUMO ..................... . 
d. Plllelimaan Dilas . ..... .. . 
e. l'nlinaanLBil-tail .................. .. 

3. BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/ 
BUKAN PAJAK : 
a. 8agi Hasi Pajak ... . ...... ... . .........•• 
b. 8agi Hasil 81&a11 Pajak ............... . 

J.11.AH NO. URAIAN 

A. BELAHJA RUTW 
31.648.073.00l 

1. 
323.857.790.00l 2. 
266.985.761.000 3 
43.613.680.000 4. 

4.028.329.000 5 
2.SOS.~1.IXX> 6. 
6.624.719.00l 7 

lletwlja Pegawai ......................... . 
Belalja Batarg ........... .... .... .. ·••·••··••· 
8eB1ja Pemeliaraan .. ...... . ......... . 
Belanja Peljalanan Dras ................. . 
Belalja lail • lail ....................... . 
Angsuran p~ bunga 
Ganjara,1 I NJsil/SlldJal9!n 
keptda llaerah Bawahan ............... .. 

26.244.*.lm 

19.444 444.IXX) 
6.800.IOO.OOO 

8. Pengn,a1111 yang li1ak tennasuc 
bagial1 lai1 .......... ,.,. ...... ..... .. . . •...... 

9. Paigeluar;ri tidall tersangka ...•....... 

B. BELANJA PEIIBANGIINAN 

4. BAGlAN SUMBANGAN DAN BANTUAN 1.139.899.259.000 1. SelllOI lrm1ri ....................... ··· 

5. 

a. Sllltengan .................... ............ Hl82.658.659.000 2 SelllOI p.,.._. & Keluanan 
b. Bantuan ............. ... ........... ... .... 57 .240.600.000 3. Seklor 5urt>eltlaya ar & ligasi 

l!AGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN 
a Pqana,,~Daetll 
b l'qamall llU llJ 

JUMLAH 1.521.649.566.000 

4. Sailor Tenaga Kerja 
5. Seklor Perdagangan Pl!llglll1m1glln 

Usaha Daerwi, ~ Dan <Ian 
Kq,erasi 

6. Seklor Tl1lllipOIIBSi 
7. Seklol l'lrtan1lr,glrl dan nrgi 
8 Seldor Pa!tMsala & Ttlekonullc8si 

Daerah 
9. SelllOl~Daelall&P91Wlllf 
10 Seloor L.ilgkqrl Hidl4> & Tata Ruang 
11 Seklol Perddbl, Kabooayaan Nas. 
~ '1d. Titian YME. 
Pernuda dan Olah Raga 

12 Sellor K~ &Keuarga 
sej;,dera 

13. Sektor Kesehalall. Kesejahteraan 
Sosial. peranan wria. anak&111111aja 

14. 5eldor PeNnallan dan penmnan 
15. Selcb-Agama 
16. Selcb- lloo P9ll0h. &Teko:llogi 
17 Seklort11At1111 
18. SelllOI Aparalr Panlli1allln 

dan~ 
19 Sekb"Pollk.~. 

Karmllasi dan JIIBdia masa 
20 Sekklr Ksamaran clan Ketertilan 

Lmln 
2P 
0A Slbsd~kepaga 

Daerahen.hirl 

IAMPIRAN I 

BB.ANJA 

J..MAH 

1.278.885.939.000 

1.cm.335.753.ooo 
52.912.417.000 
13.331.507.IXX> 
5.417.813.000 

36.127.697.000 
1.562.219.000 

75.705657000 

2.875.sn.ooo 
8.616.999 .000 

242.763.627 .000 

1.457.000000 
7 .628.600.000 

22.006.051000 
1.m.000.000 
9.442.126.000 

~.674.273.000 
6.480.518.000 
2.814.000.000 

3.574nl lXX> 
6,053,700.<XXJ 

18.437.923.000 

388.375.IXX> 

12.867 176 000 

6.343.212.(XX) 
3 .559.204 .000 
1.552.500.000 

S70.000.000 
54.826.288.000 

4.444.!n>.OOO 

1.151.270.000 

29.820.281.000 

1.521.649.566.000 
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LAMPIRAN H

DAFTAR : PENGGESERAN PASAL - PASAL YANG 
DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN 
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN 
YANG BERLAKU UNTUK TAHUN 1996/ 
1997

NO URUT JENIS BELANJA PASAL - PASAL KETERANGAN

1 2 3 4

1 Belanja Barang 1011 s/d 1050
2 Belanja Pemeliharaan 1051 s/d 1070
3 Belanja Perjalanan 1071 s/d 1080

Dinas
4 Belanja lain - lain 1081 s/d 1100
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LAMPIRAN Il 

DAFTAR : PENGGESERAN PASAL - PASAL YANG 
DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN 
PERA TURAN PERUNDANG - UNDANGAN 
YANG BERLAKU UNTUK TAHUN 1996 / 
1997 

NO URUT JENIS BB.ANJA PASAL • PASAL KETERANGAN 

l 2 3 4 

I Belanja Barang 1011 s / d 1050 

2 Belanja Pemeliharaan I 051 s / d 1070 

3 Belanja Perjalanan 1071 s Id 1080 
Dinas 

4 Belanja lain - lain 1081 s / d I IOO 
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